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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

Negara Kepulauan memiliki wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, beserta segenap potensi sumber daya di

dalamnya yang memiliki nilai strategis sehingga perlu

dijaga, dikelola, dan dilestarikan untuk sebesar

kemakmuran rakyat;

b. bahwa pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah

terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan,

dan pemanfaatan tanah, yang tumbuh berkembang

dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kearifan

lokal, serta kebutuhan pembangunan, yang perlu ditata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Penataan Pertanahan di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4925);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3696);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5151);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5230);

12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun

2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 267);

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

15. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH

PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara

Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh
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perubahan di darat dan laut.

2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan

daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut

diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan

pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal,

rawa payau, dan laguna.

3. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara

alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas

permukaan air pada air pasang.

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau

sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi)

beserta kesatuan Ekosistemnya.

5. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau-pulau kecil yang

memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garis pangkal lurus kepulauan sesuai

dengan hukum internasional dan nasional.

6. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara

laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan

surut terendah.

7. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik

pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang

tertinggi ke arah darat.

8. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara

alami karena proses pengendapan di sungai, danau,

pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan

tanahnya dikuasai oleh negara.

9. Tanah Reklamasi adalah tanah hasil dari kegiatan yang

dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka

meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari

sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara

pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

10. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh

Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah

tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan

bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
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11. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

selanjutnya disebut UUPA.

12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan.

13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian

atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

14. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan

bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun

buatan manusia.

15. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan

nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan

tanahnya.

16. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata

ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud penataan pertanahan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil adalah untuk memberikan arahan dan

batasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil dalam rangka pemberian hak.
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